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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Insmrksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sislem Akuntabilitas

Kineia Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Penrrintah diwajibkan utuk
rnenyrxiun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstatrsi Pemerintah (LA.KP) s€tiap tahun.

Tulisan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pernerintahan yang berdaya

guna. bersih dan bertanggung jawab sebagai wujud akutabilitss Instami Pemerintah

Penyusunaa laporan ini telah berpedoman kepada Peratuan Menteri Petrdayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 53 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerla, Pelryoran Kinerja dan Tata C{a Rwiu Atas Ilporan

Kineqa Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Peftubungan No. 45

Tahun 2016 tmtatrg Petunjuk Pelakasanaan Sistem Ahrtabilitas dm Kinerja Instansi

Pcmerinlab (SA.KIP) di Lirgkuogan Kcmenterian Pcrtubunan dim,ana tlalam laporan ini

mertcakup:

a Psrancanaan dan perjanjian kerja. ymg hngkah awal untuk pengukuran

kinerja instaasi pemerintah:

b. Akuntabilitas Kinda. yang memuat pengukuran kinerla kegiatan tahun 2018

Dengan selesainya Laporan Kinerja llstansi Psm€rintah (LA.KIP) Tahun 2018

Direktorat Prdsarana Pertubungan Darat ini. diharapkan dapat mernberikan Petrjelasan

pertanggungiawaban atas berbagai pelaksanaan kegiatatr dan dapat memberikan

manfaat secara optimat dalam penyelenggaraan perrerintah pada tahun-tahm

mendatang serta sebagai alat kendali. alat penilai kualitas kerja. dan alat pcndorong

trrwr4u&y a good gorY rrutnc e.

Jakarta. Januari 2019

DIREKTUR. PRASARANA PERf,UBT]NGAN DARAT

IT. CHANDRA IRAWAN
Pembina Utama Mu&. IV/c
NrP 19600429 198903 r 001
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BAB IV

PEIruTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fimgsi Unit Pelaksana Teknis

Dirertorat Prasarana Perhubung,an Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan

program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu

alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasartan data realisasi dari masing-masing indikator kinerja diperoleh hasil pengukuran kinerja

kegiatan berdasartan Pendanaan (realisasi dan efisiensi) dan Keluaran (Ou@ur) Direhorat Prasarana

Perhubngan Darat yang disusun berdasarkan pengeloryokan sasaran sebagai berikut :

l. Dalam rangka tcrwujudnya prasarana tnnsportasi darat yang berkeselamatan 2 (dua) kegiatan

dengan capaian kinerja efisicnsi anggaran 101,0,6 % realisasi anggarm 98,94% dm capaian kinerja

ratz+ a l0/J,/o;

2. Dalam rangka terwujudnya Kebfakan Prasarana Transponasi Darat, dilaksanakan 4 (emPa| kegiatan

dengan capaian kinerja efisiensi anggaran l0?,9fflo, rcalisasi anggaran 91,14% dan capaian kinerja

rata-rata lof/o;

Sebagai penutup dari LKIP Drcrtorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat disampaikan hal-

hal sebagai berikut:

l. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Remfa hhun 2015-2019, yakni merupakan

pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kcgiaun yang telah dilakukan Tahun 2018 ini secara

umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;

2. Dretorat Prasarana Perhubungan Darat senantiasa meningftarkan koordinasi baik dengn Pemerintah

Dasrah dan Instansi tertait lalmya agar dspat lebih meningkatkan kinerja menuju Pernerintahan yang

akuntabel.

3. Hambatan-hambatatr yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan berimplikasi pada

pencapaian taryet sassraq untuk selanjutrya harus direduksi dengan perencanaatr, penjadwalan dan

persiapan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik
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F. USTJLAII PERBAIKAN

Saran agar kegiatan dapat terlaksana dengan bailq maks perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam

sistem pelaksanaan kegiatan yaitu melalui :

a. Perhmya perencanaan yang lebih matang dan jelas dalatn mfiyusun rencana anggaran,

unnrk meminimalisir bubagai permasalahan yang akan tcrjadi;

b. Pertunya peningkatan koordinasi di dalam internal institusi terkait denean pelaksanaan dan

perubahan rencana anggaran.
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3.2 Perbmdingrn Redisesi Kinerjr Tehun 201t trrhedrp Terget Kinerie Tehun 20lt
Selama tahun 2018, realisasi kinerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat secara umum telah

bcrhasil dicapai dengan baik }Iasil rcalisasi pada Tahm 2018 yaitu sebesar ,6.E%

Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan antara nilai toal rcalisasi dan target seluruh

sasaran program di lingkungan Direkorat Prasarana Perhubuean Darat Tahu 2018.

Secara rinci capaian kinefa masing-masing sasaran program dijaba*a.n sebagai berikut :

Tebel 3.1. Pengukunn KlnerJe Direktont Prrsrrrn. P€rhubungrn Drrrt

Uraian Indikrtor Setuen Trrget Realisasi

( I ) (2) (3) (4) (9 (6)

I Terwujudnya
Kinaja Pelayanzn

Prasarana
Perhubungan Darat;

I Jumlah Lokasi
Pembangunan Terminal

2 2 't00%

2 Junlah Lokasi
Rehabilitasif eningk tan

Pembangunan Terminal

Paket 6 6 r00%

3 Jumlah Paket Pembangunan
Pelabuhan Penyeberangan

Baru

Paket 2 2 t00vo

4 Jumlah Paket Pembangunan

Dcrmaga Sungai Bam
Paket

5 Jumlah Paket Pembaryunan
Dermaga Danau Baru

Paket I I t00%

6 Jumlah Paket Pembangunan

Pelabuhan Penyeberangan

Lanjutan

t7 l6 94%

7 Jurnlah Paket Pembanguaa
Derunga Sungai L:njutan

Paket 7 1 t00%

8 Jumlah Paket Pembangunan

Dermaga Danau knjutan
Paket 2 2 tw%

9 Jumlah Paket Rehabilitasi/
Peningkatan Pelabuhan

Penyeberangan

Paket 5 5 100%

l0 Jumlah Paket Rehabilitasi/
Peningkatan Dermaga
Surrga,

Paket 2 2 t00%

LAKIP 2018 Direktorot Ptosorond Hubdot, Ditjen Pehubungon Dorot; Kemenhub
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Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilit s Kinerja Insansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

3.1.1 Trheprn Pengukunn Kinerje

Pengukuran kinerja tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau

triwulan, dcngan demikian informasi yang disaqaikaD adalah informsi yalg tcrbanr mcngcnai

hasil realisasi kinerja dari sctiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Denqan kata

lain scmakin sering dilakukan pengukuran hnefa terhad4 sctiap IKU akan diperoleh informasi

lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilalq*an tindakan yang nyata dalam raDgka

peningkatan kinerja yang a*an dipertanggungiawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

3.1.2 PenguLurrtr Crprlen KlncrJe

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitmgn persentase epaiaa

kinerja sebagai bcrikut:

1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baih ruka
perhitungan penguhr& kinerja menggunakan rumus sebagai berihr :

2) Apabila realisasi pencapaian scmakin tinggi menunjukkan kinda yang semakin bunrk, maka

pertitungn pengukrrmn kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

r Realisa-si r
Capaian Kineri" = \r"r*, pXJ r rOO 9t

e:_^_:_ _ (Target - (Realisasi - Target))LaPaal 
^tncrta = T

r 100 t;

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

a) Perban,lingan realisasi kinerja tahun 2018 tcrtadap target kinerja tahun 2018;

b) Perbandingan rcalisasi kincrja tahm 20lE tcrtadap targEr kinerja pada dokumen Rcnstra

Dircktorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun 201 Direktorat Prdsarana Perhubungan Darat ;

c) Analisis penycbab ketcrcapaian/ketidalrercapaian t<indA

d) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Penjelasan tabapan-tahpan di atas disajikan sccara rinci scbagai bcrikut:

UKIP 2018 Direktorut Prdsorono Hubdot, Ditjen Perhubuagon qornt; Kemenhub

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle



BAB III
AKT]NTABILITAS KIIIERJA

I'IREKTORAT PRASARANA PERflI'BIiNGAI\I DARAT

TAEIJN 2OT8

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerinrah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pernerintah untuk

menpertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalatr pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistcm pertanggungiawaban secara periodik

Perencanaan Strategis merupakan suatu pmses yg berorientasi psda hasil yg ingin dicapai dalam kurun

walcu l-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan- koses ini menghasiltan suatu rcncara stategis

yg memuat visi, misi, tujuaq sase'da dan program yang realistis dan mengantisipasi m"sa depan yanS

diinginkan dan dapat dicapai.

3.1

a. Identifikasi IKU pada setia SP, dimana setiap SP minimal memiliki saor IKU;

b- S*iap IKU dilakukan p€ngukuran capaian kinerjanya (dalam 7o) melalui pembandinsan

realisasi dengan targetnya; dan

c. Nilai capaian kinerja setiap IKU dihinmg bcrdasalt<an capaian kinerja setiap kelornpok

kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari keloryok IKU yang

menunjukkan kinerja SP fimaksu{ sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKU

merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kcgiatan yang mendukung IKU dimaksud.

Pada dokumen laporan Kineja Tahun 2018 ini tidak hanya menampilkatr capaiar hre{a pada

tahun 2018, dengan tetap mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahm 2014 tentang

Petunjut Teknis Perjanjian Kinerj4 Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas l:poran Kinerja

Instansi Pernerintah dan Peratuan Menteri Pertubungan Nomor PM.45 Tahrm 2016 Tentang

I^KIP 2018 Direktorut Prosordnd Hubdot, Ditjen Perhubuogon Dorot; Kemenhub

Cepeien KinerJr

Tingkat capaian kinerja Unit Kda Direkorat Prasarana Peftubungan Darat dapat diketahui

setclah dilahkan pcnguhmn kincrja tcrhadsp saiap Indikalor Kincrja Utama (IKU). Pcngukuran

Kine{a didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengnventarisir, menganalisis dan

menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi

pemerintah dalam melaksanakan program-Fogramnya sesuai dengan tugas pokok dan fimgsi yang

dibebankan. Hasil penguhran kinfija yadg dibandingkm dengan target kinerja selanjutnya

disebut percapaian kinerja.

Capaian kinerja Sasaran Program (SP) unit kerja AKIJNTABILITAS KII\ERJA dicapai melalui
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15. Pembangunan Dermaga Srmgai Karang Baru-Sumsel Tabap Itr (selesai)

16. Pembangunan Dermap Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)

l?. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-
Tabap W

18. Pembangunan Dermag dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhur (Tahap II)
19. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)

20. Peningkatan dan Rehab Dennaga Srrngai di Danau Mare (Selesai)

21. Rehabilit siPeningkatan Dermaga Ajibata
22. Rehabilitasi/Peningkatatr Dermaga Tiga Ras

23. Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Simanindo
24. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit (Lintas Pecah Buyung -

AIai) - Tahap I
25- Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua di Pulau Raijua Kabupatsn Sabu

Raijua - Tahap I
26. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Ro Ro) di Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli - Tahap IV
2?. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung -Tahap fV
28. Pembangunan Pelabuhan a Penyeberangan Sintete - Tahap IV (Selesai)

29. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku Kab Kotabaru - Tahap

30. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pure - Tahap IV (Selesai)

31. Pembangunan Pelabuhan pcnyeberangn Bombana Lintas Bombana - 'li.
Phising Tahap III (Selesai)

32. Pembangrman Pelabuhan penyebcrangan Raha Tahap I
33. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Sikeli (Tj. Phising) Tahap IV (Selesai)

34. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso - Tahap tr
35. Pembangunan Pelabuban Penyeberangan Miangas - Tahap IV (Selesai)

36. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kesui Lintas Gorom - Tior - Kesui
Tahap IV (Selesai)

37. Pemb. Pelabuhaa Penyeberangan Tior Lintas Gorom - Tior - Kesui Tahap tV
(Selesai)

38. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moti - Tahap III (Selesai)

39. Pembangunan Pelabuhan Peayeb Folley (Pulau Missol) Lintas Wahai -
Waigama -Folley - Sorong Tahap VI (Selesai)

ll{). Pernbangunan Pelabuhan Penyeb Wasior Tahap Ill
41. Pembangunan Pelabuhan Penyeb Marak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban -

Maak (Selesai)

42. Penirykatan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Tahap tr (Selesai)

43. Pembangunan Pelabuban Penyeberangan Bahaur @asilitas Pelengkap) (Selesai)

44. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kalabahi
45. Peningkatan Pelabuhan UPT Penyeberangan Kariangau (Selesai)

46. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata
47. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Selesai)

48. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Atai hsit (Lintas Pecah Buyung -
AIai) - Tahap I

49. Penyusunan UKL dan UPL Kantor OPP Merak
50. Penyusunan DED Kantor dan Mess Opp paBimane

51. Penyusunan UKL llPL dan Analisa Darryak Lalu Lintas Pembangunan Gedung
Kantor OPP Lembar

LAKIP 2018 Dircktorot Prosorono Hubdot, Ditjen Perhubungon Ddrdt; Kemenhub
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60. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sunyat-Tahap IV (Selesai)

61. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap IV (Selesai)

62. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap Itr Kab. Sintang (Selesai)

63. Pembangunau Dermaga Srmgai Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)

U- Pembangunan Dermaga Sungai Karang B 1-5u6sgl fahap III (selesai)

65. Pembangunan Derrnaga Sungai RMP di Sungai Katingan (Selesai)

6. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti-Tatup VI
67. Pembangunan Derrnaga dan Landing Area di Serpis Waduk Jatiluhu (Tahap tr)
68. Pembangunan Dermaga Sungai Petanak di Sungai Kahayan (Selesai)

69. Peningkatan dan Rehab Dermaga Sungai di Danau Mare (Selesai)

70. Rehabilitasi/Peningkatan Dermag Ajibata

Kesiatan Non Kontraliitual:

1. Monitoring Pelabuhan dalam Rangka Lebaran, Natal dan Tahun Barn 2Ol7
Subdit Pelabuhan Penyeberangan

2. Monitoring Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
3. Monitoring Pelayanan Pelabuhan P
4. Psmbahasan Peqnrsunan RKA-KL Kementerian Perlmbungan Tahun 2018

Subdit Pelabuhan Penyeberangan
5. Pendampingan Kunjrrngan l(6x12 Komisi V DPR RI (dalam masa reses) Subdit

Pelabuhan Peryeberanga.o
6. Kunjmgan Ke{a Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
7. Penelisikan @isami) Pmsarana Perhubungan Darat
8. Koordinasi Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri
9. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri
10. Kontingensi Penanganan Bencana Alam dan Dukungan Kunjungan Pimpinan
11. Sosialisasi Kebijakan di Bia,"g Pmsarana Pertubungan Darat
12. Layanan Perkantoran
13. Peralatan dan Fasiliras Perkantoran
14. Transport Rapat dalam Kota
15. R4at l-cmbur dalam Kantor

l Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong
2. Pembangunan Terminal Transit Penurryang Entikong
3. Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap YI
4. Pembangrman Terminal Buroko tahap V
5. Pembangunan Terminal Tangkoko tahap Itr
6. Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)
7. Rehabilitasi IIPPKB Way Urang (Kab. Laryung Selatan)
8. Pembangunan Dermaga Sungi SriMenanti
9. Pembangunan Dermag Ambarita di KSPN Danau Toba
10. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Iangkang Dua-Tahap V (Selesai)
I l. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Suayat-Tahap IV (Selesai)
12- Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike-Tahap tV (Selesai)
13. Pembangunan Dermaga Sungai Durian Tahap III Kab. Sintang (Selesai)
14. Pembangunan Dermaga Sung.i Batu Dinding Kab. Mahakam Hulu (Selesai)

LAKIP 2018 Direktotot Prosorano HuMot, Oitjen Perhubungon Dorot; Kemenhub
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Penyusunan Dokumen Lirykungar Hidup Terminal Transit Penuryang Entikong
Penyusunan Dokumen Andaldin Terminal Transit Penuryang Entikong
Penyusunan Dokumen Andalalin Termiral Barang Internasiond Entikong
Pstr)rusrman Dokumen Andalalin Teminal Barang Internasional Nanga Badau
Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Baraag Internasional Skouw, Jayapura
Penyusunan Buku Profil Terminal Penumpang Tipe A Indonesia
Pen)rusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Ajibata Pada Kawasan
Strarcgis Nasional Danau TobE Sunatera Utar4
Penyusunan SID dan Rencana Induk Panbangman Pelabuhan Ambarita Pada Kawasan
Strategis Nasional Danau Toba, Sunatera Utara;
Petryusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Simanindo Pada

Kawassn Strategis Nasional Danau Tob4 S"t tera Utar4
Penyusunan SID dan Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Tigaras Pada Kawasan
Stratcgis Nasional Danau TobE Sumatq-a Utar-d;
Penyusunan Dokumen Linghmgan Peningkatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita Pada

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
Penyusunan Dokunren Linglungan Peningtatan Pelahban Tigaras dan $imanipdg pads

Kawasar Stategis Pariwisata Nasional;
Penyusunan SID dan RIP Pembangunan Pelabuhan Sungai Ringin di Kab. Sintang
hovinsi Kalimantan Barat;
Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Sungai Klamono Kabupaten Sorong.
Monitoring dan Evaluasi Pernbangunan &n Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan
Danau.
Monitoring Pelalsanaan Pembangunan Pclabuhan Sungai dan Danau
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Hubdar
FS, Mastcrplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo (Lintas Teluk Dalam -
Pulau Telo);
FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyelerangan Dolong , di P.Waleakod" Kab Tojo
Unauna Pmv Sult€ng (Lintas Dolong - Anpana/ Marisa);
FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Penyeberangan Boniton di Pulau Peleng Kab
Banggai Kepulauan hovinsi Sulawesi Tengah (Lintas Boniion P.Peleng - Banggai
P.Banggai);
Pen)nrsunan Rencana Induk Pelabuhan Penyebemngn Marisa di Provinsi Gorontalo dan
Waloi di Provinsi Sulawesi Torgah;
Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sermata
Provinsi Maluku;
Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan t€tung di
Pulau Jerraj4
Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencans Induk Pelabuhan Penyeberangan Selasan di
Provinsi Kepulauan Riau;
Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal Pelabuhan Penyeberangan;
Penyusrman Pedoman Tehis Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan.
Jumlah anggaran kegiatan Satker Direl(orat Prasarana Perhuhmgan Darat
Kegiatatr Satker Provinsi dan Otoritas Pelabuhan Penyebcrangn
Kegiatan
Pernbangunan Terminal Barang Intemasional Entikong
Pembangunan Terminal Transit Penulpang Entikong
Pembangunan Terminal Liwas Kota Manado tahap VI
Pernbangunan Terminal Brnoko tahap V
Pembangunan Terminal Tangkoko ahap III
Rehabilitasi UPPKB Sarang (Kab.Rembang)
Rehabilitasi IIPPKB Way Urang (Kab. Lampung Selatan)
Pembangunan Dermaga Sungai Sri Menanti
Pembangunan DermagB Ambarita di KSPN Danau Toba
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jangkang Dua-Tahap V (Selesai)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28

29.

30.

31.

32

JJ.

34
35

36.
37.
38.

39

40

41.

43.

44

45.
46.
47.
48.
49_

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

I/'KIP 2018 Direktomt Prosomno Hubdot, Oitjen Pehubungoo Dordt; Kemenhub

user
Rectangle



D. PROGRAM DIREKTORAT PRASARANA PEREI'BTJNGAN DARAT

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan Direktorat Prasarana Perhubungan Darat yang

telah ditetapkan, maka disusunlah pmgram yang meruPakan suanr kegiatan pokok yang menjadi

dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanatan sebagai turunan dari kebijakan

Direkorat Prasarana Perhubungan Darat. Adaprm prognm-Program tersebut antara lain:
a. Pembangunan dan rehabilitasi Terminal;
b. Pernbangrman dan rchabilitasi UPPKB;
c. Pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyebermgan;
d. Pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau;

e. Pembangunan dan peningkatan Bimbingan KepenSusahaan;

f. Penyusunan norma, standar, pedoman dan lciteria (NSPK) di bidang Prasarana Pohubungan

Darat.

E. KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERHI'BI]NGAN DARAT

Unfirk mencapai program yang telah ditetapkan maka disusun berbagai kegiatan Direkorat
Prasarana Perhubungan Darat tahun 2017, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang ditampung Pada
DIPA Satker Dirckorat Prasarana Perhubungan Darat maupun yang ditampung pada DIPA Satker

Hubdat di beberapa Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegirtrn peda Srtker Direktorat Presarene Perhubungel Drnt
Kegiatan kontrakftal :

Monitoring Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Teminal Penumpang

Pembangunan Terminal Tidar Magelang tahap I
Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A tahap Itr termasuk
sepervisi
Pengadaaa Fasilitrs Keamanan (checking point/ metal detector/ CCTV) Terminal
Penuryang Tipe A
Pelgadaaan Peralatan Penunjang Energi Mandiri di Terminal Penuryang Tipe A
Peningkatan/Rehabilitasi UPPKB (25 lokasi)
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kine{a UPPKB
Bimbingan Telmis Kornpetensi Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor
Evaluasi Kincrja dan DED Peningkatanl Rehabilirasi UPPKB di Pulau Jawa Tahap I
Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi IIPPKB di Pulau Kalimanan
Evaluasi Kinerja dan DED Peningkatan/ Rehabilitasi UPPKB di Pulau Sulawesi
Evalnasi Kineda dan DED Peaingkatad Rehabititasi IJPPKB di Pulau Sumat€ra Tahap I
Pen)rusunan Rencana Induk dan DED Terminal Penumpang Tipe A
In House Consultant Bidang Terminal AnCkutan Jalan (P3D, Penrmusan NSPK Olah
Data Terminal)
Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang lnternasional Arul
Sambas
Penyusrman Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Lrtemasional Motaain
Penyusuaan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Intemasional
Motamasin, Kab. Malaka
Penyusunan Rencana Induk Terminal dan DED Terminal Barang Internasional Wini
Kab. TTU
Penyusunan DED Pertaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penuryang Tipe A
Tahap III
Penyusunan Rencana Induk Tcrminal dan SID Terminal Penunpalg Entikong

l5

16.
17.

18.

19.

20

ly',RIP 2018 Direktorot Prdsorono Hubdot, Ditjen Perhubungdn Dorat; Kemenhub
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3.

4.

5.
6.
1.
8.
9.
10.
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13.

14.
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1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemrcetrn dan kesclamatan.

Kemacetan terjadi di kota-kota besar di lndonesi4 sedangkan kecelakaan terjadi hampir di

semua wilayah Indonesia;

2. Kuzngnya koordinasi dengan instansi-instansi lain tertait dengan masalah keselamatan;

3. Belum lengkapnya data kecel^ke'n yang tlapat digunakan unnrk mengukur perkernbangan

keselamatan jalan;

4. Bidang keselarnatanjalan belum mendapatkan peftatian yang lebih oleh pemerinah daerah

sehingga prograrn-arogam peningkatan keselamatan jalan bclum berjalan dengan

maksinml.

Sistcmetile Pelrporen

Sistematika psnyajian t-ryoran Kinerja Direktorat Prasa'ana Perhubungan Darat tahun 2017

mengacrr pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparen Negara dan Reforrmsi Birolaasi
(Kcmeirterian PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerj4
Pelaporan Kinerja dar Tata cam Reviu atas Laporan Kinda Instansi Pemerintah, dengan

sistematita sebagai beritut:

l. BAB I PENDAEIJLUAIY memuat PeDjelasan umum organisasi, Pot€trsi, Isu Srategis dan

Perztasalaban.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA mcmuat Ringkasar/ikhtisar perjanjian kinoja tahun

2018.

3. BAB Itr AKT NTABILITAS KINERJA mermrat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

4. BAB Mf,,NUTITP memuat Kesirpulan umum atas cspaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk maningkatkan hnojanya.

5. LAMPIRAN

a. Perjanjian Kinerjq

b. Pengukuran Kinerja;

c. kin-lain yang dianggap perlu.

1.5
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kelas Itr. Dari 446 pelabuhan penyeberangsn tersebut, 204 pclabuhm pcnyeberangan yang

beroperasi, dan 242 pelabuhan penyeberangan tahap r€ncana.

Salah satu kendala yang ditemui dalarn upap penyediaaa p{iaserana pelabuhaa peayeberangan

adalah permasalahan lahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungn Kementerian

Perhubrmgan, disebutkan jika pernbangunan Fasarana yang dibiayai dengan APBN kebutuhan

lahannya disediakan oleh pihak lain, nnka harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan lahan

dan usulan hibah dari pihak tersebut kepada Kernenterian Perhubungan.

Pada tahun anggaran 2017, kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teor di Kabupaten

Scram Bagian Timur Provinsi Maluku tidak dryat dilanjutkan pembangunannya disehabkan

adanya pcrmasalahan lahan terkait permhtaan ganti rugr dari masyarakat. Demikian pula di
Pelabuhan Penyeberangan Lamcrang di Pulau Wokam Kabupaten Kepulanan Aru Provinsi Maluku
yang pembangunan fasilitas pelab'rhq""ya sudah s€lesai dilaksanakan, di lengrh jalan terdapat

permintaan ganti rug masyarakBt pada lalEn yang digunakan untuk jalan akses. Hal ini
kedepannya akan menjadi masukan bagi Diretrorat Prasarana Perhubugan frarat, bahwa

ketersediaan lahan dan jalan akses yang merupakan kewajiban pemerinlah daerah, serta proses

s€rtifikasi dan hibah lehan dari pemerintah daerah kepsda Kementerian Perhubungan terlebih

dahulu dilaksanakan hingga posisi cleaa and cleor #efum pengalokasian anggaran APBN untuk
kegiatan pembangunan prasarana pslabuhan peny€berangan disetujui.

Terbangumnya fasilitas pelabuhan pcnyeberangan y.lng memeruhi aspek tcknis dan nyamaa bagi
pengguna merupakan tugas dari pcmerintah. Utrqrk itu batagai kendala yang selama ini ditemui

akan menjadi masukan bagi pe6aikan proses dan pelaksanaan pernbangunan prasarana pelabuhan

penyebermgan ke depan.

5. Penyelenggrmn Bimblngm Kepengus.hnn
Sebagai tindak lanjut amanah Undang-Un.l""g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dijabarkaa bahwa kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipc A dan Penetapan

lokasi dan pengoperasian atau perutupan alat penimbangan kendaraan bermotor benlih
kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pernerintah Pusat. Dari keseluruhan

prasaraoa perhubungan darat tersebut belun dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga dapat

meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah saN benut pemanfaatan Barang

Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Rcpublik Indonesia Nomor 78

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pernanfaatan Barang Milik Negara terdapat 5 (lima)
bentuk skcma pcrnanfaatan yaitu Pinjam Pakai, Scwa, Bangun Scrzl Guna @GS) dan Bangrm

Guna Serah (BGS), Kerja Sanra Penranfaatan (KSP), dan Koja Sama dalam Penyediaan

Infrastruktur (KSPI). Melaui skema pernanfaatan BMN yang ada diharapkan dapat

mengoptirnalkan BMN setu m€drykatkatr PNBP den8an tidak merubah $gas dan fiDgsi
Kemterian/Lemb"g"

Salah satu kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan kepengusahaan adalah Kepernilikan aset

prasarana baik Terminal Tipe A maupun Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraao Bermotor

CIPPKB) belum tercatat dalam SIMAK BMN Direktorat Jenderal Pertubungan Darat. Sehingga

proses kerjasama tidak dapat dilakukan karcna terkendala Penetapan Status Penggunaan (PSP).

1.4.2.4 PermeselehanKeselemrtenTnnsportrsi Drrtt

ii
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penyehngan. Pada prinsipnya transponasi penyeberangan menyediakan layanan ulang alik yang

memiliki jadwal tetap dan teratur yang rnenghuhmgkan dua titilq dirnana barang yang diangkut
harus dimasukkan dalam kendaraan atau bukan barang lepas. Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam

merencanakan layanan bansportasi penyeberangan diawali dengan membuka lhtasan, msmbangun
pelabuhan serta armada ftapat Ro-Ro) hinega i"nspofiasi penyeberangan dapt beroperasi secara

optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. IIal ini sebagai bentuk
upaya hansporrasi penyeberangan dalam membuka keterisolasian wilayah, dimana perlu dithrkung
dengan pelayanan sarana dan prasamna t'ansportasi yang merupakan alat mobilitas penduduk di
wilayah ters€but.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional, pelabuhan penyeberangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas I harus memperhatitan hiteria teknis sebagai

berikut :

1) Pelabuhan yang berfimgsi sebagai sinpul jembatan beryerak (lintas penyeberangan);

2) Menghubungkan Jalaa Arteri Priner (IAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer I (JK?-l ),
jalan strategis nasional dan antsr negara;

3) lrkasi pelabuhan secara srategis b€mda pada sabuk penyeberangn nasional dan
penghubung antar sabuS

4) Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

b- Pelabuhan Penyeberangan Kelas tr

Penetapan pelabuhan penyeberanqan kelas tr harus memperhatikan kiteria teloris sebagai

berikut :

I ) Pelabuhan yang berfungsi sebagai sirpul jembatrn beryerak (lintas pcnyeberangan);

2) Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-I danjalan strategis nasional;

3) Lokasinya tidak bcrada pada konsepsi sah* penycberangan nasional;

4) Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
Penetapan pelabuhsn penyebcrangan kelas Itr harus merpertatikan kriteria tcknis sebagai
berikut :

I ) Pelabuhan yang berftmgsi sebagai simpul jembaan bergerak (lintas p€nyeberangan);

2) Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP4 dan jalan
yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan pcnyeberangan kelas I
maupun kclas 2.

3) Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;

4) Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Berdasarkan pembagian kelas pelabuhan penyo&rangan tersebut maka saat ini pelabuhatr
penyeberangan di indonesia terdiri 446 pelabuhan penyeberangan dari 133 pelabuhan
penyeberangan kelas I, 158 pelabuhan penyeberangan kelas II, dan 155 pelabuhan penyeberangan

l.r''KIP 2018 Dircktomt Prosorono Hubdot, Ditkn Perhubuagoa Dordt; Kemenhub
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Angkutar sungai dan danau dapat berkembang baik di Indonesia, karena secara alamiah kita
memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari. Khususnya pada kawasan

pedalaman yang belum terssntuh infi'astrukturjalan raya, sehingga angkutan $mgai maupun danau

menjadi transportasi andalan bagl masyarakat s€kitar untuk bergerak dalam memenuhi

kebutuhannya. Hal ini juga tcradi pada kota-kota yang tumbuh di pinggir sungai, walaupun secara

inftasfuktur jalan sudah memadahi, namun masyarakat secara turun temurun sudah m€nggunakan

angkutan sungai ilalam kehidupan sehari-hari. AnSkutan sungai mcmiliki banyak kemggulan jika
dibandingkan dengan angtutan berbasis jalan ray4 anlara lain lebih ekonomis karena tidak
mem€drrkan biaya yang besar rmnrk pembangunan inftastuktumya, ramah lingkungan serta dapat

menjadi alrematifuntt mengurangi bebanjalan raya teruamanya angkutan barang volume besar.

Dsarying hal tersebut, saat ini telah tdadi pergeseran pandangan dalam melihat sekor
pariwisata Indonesia sebagai salah satu sumber devisa bagi negara. Hal ini mendorong pemerintah

unhrk mengembangkan potensi transpotusi sungar dan danau sebagai pendukung pariwisata

disarying untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penetapan Danau Toba sebagai

salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya

mandorong sektor pariwisata. Dengan kondisi tersebut, maka saat ini angkutan sungai dan danau

sangat berpotensi dan layak unmk dikembangkan pada masa mendatatrg.

Salah satu kendala yang sering ditemui dalam upaya penyediaan prasarana pelabuhan sungai dan

danau adalah permasalahan lahan. Sesrai dengan Pa-aturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan

Kementerian Pshubunsr", disebutkaD jita pembangunan prasarana yang dibiayai dengar APBN
kebutuhan lahannya disediakan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan dokumen
kepemilikan lahan dan usulan hibah dari pihak tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Pada

TA. 20'17 Pelabuhan Sri Menanti gagal dilaksanakan karena proses hibah labannya terkendala. Hal
ini kedepannya akan menjadi koreksi bagi Direktorat Prasarana Perhubrmgan Darat, bahwa
kejelasan status lahan harus menjadi pertatian dalarn penyusunan kegialan pembangunan

prasarana sungai dan danau

4. Penyelenggrr.rnPehbuhenPenyeberengen

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yalg berfungsi sebagai jembatan yang

meghubungkan jadngan jalan atau jarinpn jalur kercta api yang dipisahkan oleh perairan untuk
mengangkut penumpang dan keadaraan bes€rta muatannya (Undang-Undang Nomor 17 Tahm
2008 t€ntang Pelayaran).

Pengembangan transpoflasi penyebemngan sebagai penghubung jaringan jalan atau jalan rel
menjadi cukup mendesak mengingat laju pertembangan otonomi daerah yang dilandai dengan

pesatnya pembangunan infrastrukh.r wilayah terutama jalan raya. Beberapa daerah yang semula

rclatif terisolasi pm dihamphn dapat dikcmbangkan dengan penyclcnggaraan moda
penyeberangan. Dinamika yang ada tersebut menuntut Dirckorat Prasarana Perhubungan Darat

untuk mengembangkan simpul penyeberangan hrupa prasarana pelabuhan penyeberangan.

Transportasi penyeberangan saat ini merniliki peran yatrg sangat pcnting dalam seldor Fansportasi

sejalan dengan program pemerintah melalui konsep NAWACITA, dimana Eansportasi
penyeberangan dapat menghubunekan daerah yang terluar, terpencil, terdepan serta sebagai feeder
transportasi laut untuk mendukung konsep Tol Laut.

Transportasi penyeberangan secara tidak langsung berperan sebagai penghubung lintas pada jalur
pelayaran laut mauprm pelayaran perintis. Keberadaan transportasi penyeberangaa juga d.p"t
bersifat sebagai shortat ata]u memperpendek jarat tempuh, sebagaimana defrnisi dari angkutan
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t7 D.I. Yogyakarta Kulwaru

Selanyak 9 LJPPKB diantaranya dija,tikan *hagai Pilot Project bekerjasama dengan PT. Sucofindo

dan PT. Surveyor Indonesi4 yaihr :

l. UPPKB Seumadam, Aceh
2. UPPKB Sarolangun, Jambi
3. UPPKB Senawar Jaya, Sumacra Selatan
4. UPPKB Losarang, Jawa Barat
5. \JPPKB Wanareja, Jawa Tengah
6. UPPKB Widang, Jawa Timur
7. UPPKB Widodaren, Jawa Timur

2. PermasalahanPenyelenggrnen fJPPKB

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah I'usat dalam hal ini Kementerian

Perhub'ngen akan mencari langkah-langkah strategis demi terwujudnya pengelolan UPPKB yang

sesuai dengan slogannya yaitu "Jembatan Timbang Wow Semakin Pas dan Keren".

3. Penyelenggaraan Pelebuhen Sungri dan Drreu

Widodaren18 Jawa Timur

Jawa Timur Sedaruml9

Rejoso20 Jawa Timur

Widang2t

Cekik22 Bali

Siantan23 Kalimantan Barat

24 Kalimantan Tengah Anjir Serapat

25 Sulawesi Utara

26 Sulawesi Selatan Maccopa

LAKIP 2018 Direktotot ProsorEnd Hubdot, Oitjeh Perhubungon Dorot; Kemenhub

II

Permasalaban-permasalahan yang dihadqFi dalam pengelolaar UPPKB, yaior:

1) Kondisi Prasarana IJPPKB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam
PM 134 Tahun 2015.

2) Keterbatasan junlah SDM untuk operasional UPPKB baik dari sisi kuanritas maupun kualiras
karena beberapa daerah tidak menyerahkan personil ke Kementerian Pertubungan.

3) Sistim penegakan hukun dan sa*si belum menimbulkn efek jera dan masih rentan tsrhadap
penyalahgunaan (pmgutan liar).

4) NSPK belum sepenuhnya dilaksankan oleh petugas ditapangan.
5) Pengawasan yang dilalrukan masih bersifat manual sehingga kurang efektif maka pedunya

dibangun suatu sistem psngawasan yang menggwakan tehologi informasi.

Jawa Timur

Wangurer-Bitung
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Tabel 2.3 UPPKB yang tidak diserah Terimakan ke Kementerian Perhubungan.

NO PROVINSI NAMA UPPKB KETERANGAN

I Riau I Tarantang Manuk Tanah milik Pemkab

2 Jawa Tengah I Butuh Tanah milik Pemlob
Purworcjo

2 Tugu UPPKB Telah Beralih Fungsi

3 Katon Sari Tanah milik Pemkab Demak

3 Bengkulu 3 Air Sebakul Tidak ada sertifikat tanah

4 Sumatera Utara 4 Amurang Tidak ada sertifikat tanah

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pertrubungan Darat Nomor : SK.263|/AJ.005/DRID/2017 tentang

Penetapan Pengoperasian LIPPKB di seluruh Indonesi4 Pada tahun 20l7,jumlah UPPKB yang dioperasika
hanya sebanyak 26 UPPKB. Hal ini dengan pertimbaagan kondisi fasilitas UPPKB yang rusa(
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta keterbatasan anggatan yang ada Daftar UPPKB yang

beroperasi pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO PROVINSI NAMA UPPKB

I Aceh Seumadam

2 Aceh Subulussalam

3 Sumatera Utara Sibolangit

4 Sumatera Utara Mambang Muda

5 Sumatera Barat Tanjung Balik

6 Riau Balai Raja

7 Jambi Jambi-Merlung

8 Jambi Sarolangun

9 Sumatera Selatan Pematang Panggang

l0 Sumatera Selatan Kota Baru

ll Sumatera Selatan Senawar Jaya

t2 Bengkulu Padang Ulak Tanding

l3 Jawa Barat Losarang

Jawa Barat Balonggandu

t5 Jawa Tengah Subah

16 Jawa Tengah Wanarcja

ii
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NO PROVINSI NAMA T]PPKB

4 Lumpue

5 Datae

6 Waleffarg

7 Larompong

8 Buntu Datu

9 Saj oanging

l0 Tana Batue

l1 Bulu Dua

t2 Tonrokasi

26 Sulawesi Utara 1 Inobonto

2 Pineleng

J Wangurer - Bitung

TOTAL 131

Tabel 2.2 UPPKB yalrg belum diserab terimakan

ke Kementerian Perhubrmgan

Sedangkan 6 (enam) UPPKB yang tidak diserahterimakan kepada Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut :

I

NO PRO\INSI NAMAUPPKB

I Papua I Waena

2 Bantsn I Cimanuk

3 Batu Ceper

TOTAL 4
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NO PROYINSI NAMA UPPKB

J Moutong

4 Mayoa

20 Kalimantan Barat I Siantan

2 Sedau

3 Satong

4 Sosok

5 Sekadau

6 Sintang

2l Jawa Tengah I Banludono

2 Selogiri

J Toyogo

4 Klepu

5 Pringsurat

6 Salam

7 Gubug

8 Wanarcja

9 Lebuawu

IO Sambong

lt Sarang

t2 Ajibarang

t3 Tanjung

t4 Subah

22 Gorontalo I Marisa

2 Molotabu

23 Aceh I Seumadam

2 Subulusalam

24 Bengkulu I Padang Ulak

) Tais

Sulawesi Selatan I Palangga

2 Somba Opu

Maccopa

I
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NO PROVINSI NAMAUPPKB

9 Klakah

t0 Singosari

ll Trowulan

t2 Guyangan

l3 Widodaren

14 Sedarum

l5 Rejoso

Jrengik

17 Trosobo

l8 Besuki

l9 Widang

20 Pojok

t'l Jawa Barat I Gentong

2 Sindang Rasa

3 Tomo

4 Losarang

Balonggandu

6 Cibaragalan

,7
Bojong

8 Kemang Bogor

l8 Sumatera Barat I Kamang

2 Lubuk Buava

3 Tanjung Balik

4 Sungai Langsat

5 Lubuk Selasih

6 Air Haji

'7 Kubu Kerambi

8 Beringin

9 Sitangkai

1 Kalrrmalue

Toboli

l9 Sulawesi Tengah

tl
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NO PROI'INSI NA}IA UPPKB

2 Simpang Pematang

3 Balambang Umpu

6 DI Yogyakarta I Kulwaru

2 Kalitino

3 Manani

7 Kalimantan Tengah I Anjir Serapat

1 Pasar Panas

8 Kalimantan Selatan I Liang Anggang

Kinlap

9 Kalimantan Timur I Karang Joang

l0 NTB I Bertais

2 Poto Tamo

l1 NTT I Oesapa

2 Nun Baun Sabu

3 Nggorang

4 Watualo

t2 Sulawesi Tenggara I Sambilambo

l3 Sulawesi Barat I Beru Beru

2 Paku

J Saq o

l4 Maluku I Passo

l5 Bali I

2 Seririt

l6 Jawa Timur Socah

2 Watudodol

3 Kalibaru Manis

4 Talun

5 Baureno

6 Rambi Gundam

7 Mojoagung

8 Lamongan
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NO PRO!'INSI I({BTJPATEN/KOTA NAMA TERMINAL

tt Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Terminal At Sebakul

t2 Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara Terminal Arga Makmur

l3 Provinsi Banten Kota Tangerang Terminal Poris Plawad

l4 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakaaa Timur Terminal Kp. Rambutan

l5 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakana Utara Terminal Tanjung Priok

t6 Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan Terminal Pondok Cabe

t1 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakana Timur Terminal Pulo Gebang

l8 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakana Barat Terminal Kaliders

Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Terminal Induk Bekasi

20 Provinsi Jawa Barat Kou Depok Terminal Jatijajar

2l Provinsi Jawa Barat Kota Bogor Terminal Baranangsiang

22 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Terminal Kalijaya

Provinsi Jawa Barat Kola Bandung Terminal Cicahem

24 Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terminal Leuwipanj ang

25 hovinsi Jawa Tengah Kota Semarang Terminal Terboyo

26 Provinsi Jawa Tengah Kota Tegal Terminal Tegal

27 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Terminal Sapen

28 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjar Negara Terminal Banjar Negara

29 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi Terminal Sri Tanjung

Provinsi Jawa Timur Kabuoaten Situbondo Terminal Sihrbondo

3l Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan Terminal Ronggosukowati

32 Temrinal Oso Wilangun

JJ Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya Terminal Purabaya

34 Provinsi Bali Kabupaten Gianyar Terminal Cianyar

35 Provinsi Bali Kota Denpasar

36 Provinsi Bali Terminal Karangasem

37 Provinsi Bali Kabupaten Buleleng Terminal Banyuasri

38 Provinsi NIB Kabupaten Lombok Barat Terminal Sweta

39 Provinsi NTT Kabupaten Belu

Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Tcrminal Kota Bangun

4t Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Temrinal Malalayang

UKIP 2018 Direktotot Prosdrono Hubdot, Ditjen Perhubungoo Dordt; Kemenhub
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Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
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Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen @3D), 4
(empat) UPPKB sisanya belum dilahkan serah terima dan 6 UPPKB tidak diserahkan, Adapun

daftar rincian UPPKB sebagaimana ters€but diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2- I {JPPKB yang diserahterimakan ke Kementerian Perhubungan

I

NO PROVINSI NAMA I]PPKB

I Sumatera Utara I Tanjung Morawa I

2 Tanjung Morawa II

3 Dolok Melangir

4 Simpang Dua

5 Simpang Runding

6 Sibolangit

7 Gebang

8 Dolok Estate

9 Mambang Muda

l0 Aek Batu

11 Sabungan

12 PAL XI

l3 Jembatan Merah

2 Riau l Balai Raja

2 Rantau Berangin

3 Muara Lembu

3 Jambi I Jambi - Medung

2 Muara Tembesi

Sarolangun

4 Sungai Penuh

4 Sumatera Selatan I Pematang Panggang

2 Kota Baru

3 Merapi

4 Simpang Nibung

5 Senawar Java

5 Lampung I Way Urang
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NO PROVINSI KABI,?ATEN/KOTA NAMATERMINAL

42 Kota Palu Terrninal Palu

43 Kota Makasar Terminal Daya

44 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kendari Terminal Bangkutoko

45 ProYinsi Gorontalo Terminal Dungingi

46 Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene Terminal Majene

Permasalahan-permasalahan yang sering ditemui dilapangan terkait pengelolaan terrninal tip€ A
meliputi beberapa faktor artara lain:

l) Tingkat pelayanan jalan, yang menyangga di lingkungan terminal kurang memadai secara fisik
jalan, tidak efektif dan efisien sehingga merghambal proses perpindahan moda atrgkutan

Penumpang.
2) Aksesibilitas, terminal dengan sinpul-simpul pergerakan masyarakat kurang terpadu sehingga

tidak jarang didapati keengganan masyarakat maupun angkutan umum masuk ke dalam

terminal.
3) Keamanan lingkungan sebagian besar terminal selama ini kurang mendukung bagi keamanan

para pengguna jasa terminal, hd ini ditatrdai dengan marahya aksi kejahatan seperti halnya
pencopetan, pernalakan, dan prsmanisme sehingga mempengaruhi tcrhadap antusias

pengunjunypenumpang mengiggnakan jasa pelayanan terminal.
4) Kenyemanan terminal yang belum terpenuhi sesuai harapan masyarakat peryg@ajasa terminal,

tidak jarang diternukan terminal yang kurang baik dalam mengelola kebersihan dan ketertiban
wilayah kda terminal serta tata letak/lay out terminal yang tidak menunjang bagi kenyamanan

para calon penumpang.

5) Fasilitas penunjang terminal sering kali t€rabaikan beberapa terminal sudah ada yang

menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti halnya fasilitas sosial, ibadah dan komersial.

Namun fasilitas tsrsebut rata-rata tertengkalai dan lornuh karena tidak maksimal rlalam

pemeliharaan dan perawatannya.
6) Manajemcn pcngelolaan tcrminal bclum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan lriteria

yang berlaku Disamping itu kompetensi SDM pelaksana di lapangan belum sesuai

kapasitasnya. Kegiatan perencanaaq pengembangan, p€ngatuan, pengendalian dan

pengawasan te adap arus kendaraan umum yang masut parkn dan keluar dari terminal tidak
teratur sehingga kinerja pelayanan terminal tidak berjalan denpn baik

Namun demikian tidak semua kondisi temrinal tipe A memiliki permasalahan seperti halnya di atas, di

bebcrapa Pemerintah Daerah ada pula yang telah berjalan relatif baik- Dari kondisi pemasalahan tersebut

di atas, dengan pernindahan kewenangan pengelolaan terminal tipe A kepada Perrrintah Pusat secara

bersamaan pula permasalahan-pcrmasalahan dimaksud menjadi tanggung jawab pcnuh Pemerintah pusat

tmtuk menyeles'ikrnnya

l. Penyelenggreen Unit Peleksenren Penimbengan Kendrrrsn Bermotor (UPPKB)

Sebagai tindat la.ojut amanat lfurlang - Undang Nomor 23 Tabrm 2Ol4 til'ang Pemerintahan

Daerah, terdapat 141 IIPPKB yang wajib diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah

Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian sanrpai dengan posisi 3l Desember 2016

hanya terdapat l3l (serahrs tiga putuh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita
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NO PRO\'INSI KABTIPATEN/KOTA NAMA TERMINAL

85 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Terminal Gambut Barakat

86 Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya

87 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Terminal Liwas

Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolang
Mongondow Utara

Termind Boroko

Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bitung Terminal Tangkoko

90 hovinsi Gorontalo Kabupaten. Gorontalo Terminal Isimu

91 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Poso Terminal Kasintuwu

92 Provinsi Sulawesi Selatan Kota Pare-Pare Terminal Induk Lumpue

93 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru

94 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone Terminal Watampone

95 Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten. Poliwalimandar Terminal Tipalayo

96 Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Terminal Simbuang

9't Provinsi Papua Kota Jayapura Terminal Entrop

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 853 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi
Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Lrdonesia, 97 terminal penumpang tipe A di atas telah
ditetapkan sebagai lokasi teminal penuflpang tipe A.

Tabel 1.2 Terminal penumpang tipe A yang belum diserahterimakan ke Kementerian Pertubungan

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA NAMA TERMINAL

I Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Terminal Padang Bulan

3 Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal Termiral Panyabungan

4 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Terminal Amplas

5 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Terminal Pinang Baris

6 Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir Terminal Indragiri Hulu

7 Provinsi Jambi Kota Sungai Penuh Terminal Sungai Penuh

8 Provinsi Sumatera Selatar Kabupaten Muara Enim Terminal Muara Enim

9 Provinsi Sumatera Selatan Kabuoaten Lahat Terminal Lahat,

t0 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Lubuk Linggau Terminal Simpang Periuk

LAKIP 2018 Direktomt Prosolono Hubdot, Ditjen Pe ubungon Dordt; Kemenhub
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NO PRO\''INSI KABUPATEN/KOTA NAMATERMINAL

55 Provinsi Jawa Tengah Kota Salatiga Terminal Tingkir

56 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Terminal Gmung Simping

5',7 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Terminal Purwokeno

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten. Purworejo Terminal Purworejo

59 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo Tenninal Selo Aji

60 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Terminal Gayatri

6l Provinsi Jawa Timur

62 Provinsi Jawa Timur Kota Kediri Terminal Tamanan

63 Provinsi Jawa Timw Kabupaten Ngawi Terminal Kertonegoro

@ Provinsi Jawa Timur Kota Madiun Terminal Puboyo

65 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Trenggalek Terminal Surodakan

66 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro Terminal Rajekwesi

67 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Terminal Bangkalan

68 Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo Terminal Banyuangga

69 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Terminal Tawangalun

70 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Terminal Arya Wiraraja

7t Provinsi Jawa Timur Kabupalen Pasuruan Terminal Pasuruan

72 Provinsi Jawa Timur Kota Malang Terminal A{osari

73 Provinsi Jawa Timur Kota Blitar Terminal Patria

Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban Terminal kembang Putih

Kabuoaten Badung Terminal Mengwi

76 Provinsi NTB Kota Mataram Terrninal Mandalika

Provinsi NTB Kabupaten Sumbawa

78 Provinsi NTB Kota Bima Terminal Dara

Provinsi NTT Kablpaten Timor Tengah

Utara
Terminal Kefamenanu

80 Provi.nsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Terminal Samarinda Seberang

Provinsi Kalimantan Timur Kota Balilgapan Terminal Batu Ampar

82 Provinsi Kalimantan Barat Kota Siagkawang Terminal Singkawang

83 ProYinsi Kalimantan Bamt Kabupatsn Sanggau Terminal Entikong

84 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya Terminal Sie Ambawang

UKIP 2018 Direktorot Prosorono Hubdot, Ditjen Perhubungon Darot Kemenhub

58

Kabupaten Pacitan Terminal Pacitan

75 Provinsi Bali

77 Terminal Sumer Payung
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NO PROllNSI KABT]PATEN/KOTA NAMATERMINAL

24 Provinsi Bengkulu Kebupaten Rjang Lebong Terminal Simpang Nangka

l7 Provirsi tampung Kabupaten Lampung Tengah Terminal Betan Subing

26 Provinsi [annpung Kota Bandar I-ampung Terminat Rajabasa

27 Provinsi Banten Kota Cilegon Terminal Merak

28 Provinsi Banten Kabrpaten Pandeglang Terminal Labuan

29 ProYinsi Banten Kabupaten Lebak Terminal Lebak

30 ProYinsi Banten Kota Serang Terminal Pakupatan

3l Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Terminal Sudirman

32 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan Terminal Kuningao

JJ Terminal Ha{amukti

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat Terminal Indihiaag

36 Provinsi Jawa Bamt Terminal Guntur Melati

37 Provinsi Jawa Barat Kota Banjar Terminal Betung

38 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang Terminal Subang

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang Terrninal Cikampek

40 Provinsi DI Yogyakarta Kota Yogyakarta Terminal Giwangan

4t Provinsi DI Yogyakarta Kabuparen Gunungkidul Terminal Dhaksinarga

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri Terminal Giri Adipura

Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang

44 Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang Terminal Mangtang

45 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus Terminal Jati

46 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten. Blora Terminal Cepu

47 hovinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang Terminal Bawen

48 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten. Pemalang Terminal hduk Pemalang

49 Provinsi Jawa Tangah Kota Pekalongan Terminal Pekalongan

50 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Terminal Kebumen

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga

52 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Terminal Mendolo

53 Provinsi Jawa Tengah Terminal Tinonadi

54 Provinsi Jawa Tengah Terminal Ir. Soekarno
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Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah tersebut, dari 143 terminal penumpang tipe A yang wajib diserahterimakan p€ngelolaannya

dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pernerintah Pusat namum demikian sampai dengan posisi P€r

Desember 2016 terdapat 97 (sembilan Puluh trjuh) terminal yang telah dilahrkan penandalangAn'n

Berita Acara Serah Terima @AST) Personit, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen

@3D) rfan 46 (empat putuh enam) terminal yang belum dilaksanakan serdh terima, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel t.l Terminal penumpang tipe A yang diserahterimakan ke Kementerian Peitubungan

NO PROVINSI KABTJPATEN/KOTA

I Provinsi NAD Kota Langsa Terminal Langsa

2 Kota Lhokseumawe Terminal Lhoksumawe

3 Provinsi NAD Kota Meulaboh

4 Provinsi NAD Kota Banda Aceh

Provinsi Sumatera Utara Kota Pematang Siantar Terminal Tanjung Pinggir

6 Provinsi Sumatera Utara Terminal Madya

'7 Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Terminal Anak Air

8 Provinsi Sumaterd Barat Terminal Kiliran Jao

Provinsi Sumatera Barat Kota Solok

l0 Provinsi Sumatera Barat Kora Bukit Tinggi Terminal Simpang Aur

11 Provinsi Sumatera Barat Kota Pariaman Terminal Jati

t2 Provinsi Riau Kota Pekanbaru Terminal Payung Sekaki

l3 Provinsi Riau Kabupaten Kampar Terminal Bangkinang

t4 Provinsi fuau Terminal Dumai

l5 Provinsi Jambi Kota Jambi Terminal Alam Barajo

l6 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun, Terminal Sarolangun,

t'l Provinsi Jambi Kabuapten Bungo Terminal Muara Bungo

l8 Provinsi Jambi Kabupaten Marangin, Terminal Bangko

l9 Provinsi Sumatera Selatan Tenninal Karya Jaya

20 Kota Palembang Terminal Alang-Alang Lebar

2l Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten OKI Terminak Kaymgung

22 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten OKU Terminal Batu Kuning

23 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Terminal Benrng
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Kabupaten Tapanuli Utara
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Potensi, Isu Strrtegls drn Permrsdrhrn Potctrsi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang satrgat strategis dalam

rangka melaksanakan koordinasi pclaksanaan tug8s, pernbin an dan pernbcrian dukungan kepads

pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimeksud meliputi koordinasi kegiaan, koordinasi

penyusunar rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi

darat.

Potensi pengembangan pada bidang Transponasi darat adalah sebagai berikut :

a. Dalam fenomena pr6rftgmlengan globalisasi, ring&rt pclayanm transportasi darat akan terus

diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan

daya saing produk nasional di pasar global;

b. Tehologi transportasi darat akan berpengaruh tertadap kapasitas angku! fleksibilitas

pergerakan, kecepatan waktu terrpuh, dan bentuk s€rta kehematannya dalam mengkonsumsi

bahan bakar;

c. Dergan tata p€merintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi

akan memungkinkan meningkatnya peran swasta datr masyarakat dalam penyediaan dana

investssi yang dibutuhkan bagi pembangunan inftastruktur transportasi darat. Meningkamya

peran serta swasE dan masyaraht dalam pengembangan pelayanan oznsponasi darat akan

meryerluas jangkauan pelayanan dengn kualitas pelayanan yang makin baik
d. Dengan melah.rkan program pembangunan berkelanjutaa yang berwawasan lingkuugan

meke akan meningka*an citra pemerintah Indonesia daD akan mempermudah posisi

Indonesia dalam dunia intcmasional dan meningkatkan citra bangsa. pembangunan

u'ansportasi dant bertelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan

melakukan studi amdal sebelum mrsa konstuksi bagi setiap program pembangunan

tnnsportasi darat yang telah disotujui p€Ddmaannya. Sclanjutrya dilakukan pcngelolaan tlan

pemantauan lingtungan pasca operasi secara bertala oleh lembagaJembaga yang telah ada

(B8pedal, Bapedalda atau lemb,gp teknis lainnya) baik di pusat maupun d.i daerah.

Pernbagian kewenanmn yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah

lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatao yang efekif rmtuk melakukan pemantauan

lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pernantauan lingftungan.

1.4.1. P€rmasalahrn

Penyelenggemn Terminel Penumprng Tipe A

1.4

sebelum ditetapkamya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tent.ng pemerintahan Daerah,
pengetolaan Teminal Penumpang Tipe A dilaksanatan oleh unit pelatsana Teknis Daerah
(JPTD) Pemerintah Kabupaten/Kora berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tenr4ng
Pcmerintahan Daerah.
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Pegawai Direkorat Prasarana Perhubungan Darat berdasarkan klasifrkasi pendidikan terakhir terlihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabcl 1.2. Jumleh Pegewei Direktoret Presarens Perhubungrn Darrt

Berdrserkan Pendidikrn

Pro6rntasa Pcaawal Dlrcktorat Prasarana b€rdasarkan
Pendldlkan

9%

11%
r SMA

rD3

S1

r52
ss3

Gember l.l. Proccntesc Pcgrwei Dircktorrt Prrrrntrr Perh[blngln Dtrt Berdrsrrkrn
Pendidikrn

I

No. Uraien SMA D3 sl S2 S3

I l)irektur I

I I 3 72 SuMit Terminal Angkutan Jalan

I 4 53
Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan

Bermotor

4 Subdir Pelabuhan Sugai dan Danau I I 4 J I

I I 55 Subdit Pelabuhan Penyeberangan

Subdit Bimbingan Kepengusahaan I 4 36

7 Subag Tata Usaha 2 2 J
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44%

34%

L

TOTAL 5 6 I9 24
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Menpunyai tugas Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkataq

penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penycbemngr4 pcngaturan, pengendalian dan

pengarrdsan angkutan sungai, danau dan peryeterangar, penjaninan keamanan dan

ketertiban, penyldikan dan pengusulan sanksi administratif tertadap pelanggaran peraturan

penmdang-undangan di bi.l,ng lalu tintas dan anghttan sungai, danau dan penyebcrango"

p€ningkatan kinerja dan keselamatan ldu lintas dan angtutao, pelayanan jasa

kepelabulranaa pengusulan dan pemanauan arif dan pcnjadwalan angkutan sugai, dmau

dan penyeboangan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangn pada pelabuhan yang belum

diusahakan secara komersial.

4. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas m€lakukan kcgiatan scsuai dengan jabatan fimgsioul masing-masing

berdasarkan pcraturan penmdang - undangan.

Sumber Deye Menusi. Unit Kcrrr

Dalam mclaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perfiubungan Daral saat ini
sumber daya manusia yang tersedia yaitu 23 orang PPMN dan 55 orang ASN dengan total pegalvai

78 orang. Junrlah Pegawai ASN Drektorat Prasarana Perhubunqatr D8rat dapat dilihat Pada tabel

sebagai berikut:

Tebel l.l. Jumhh Pegrwd Dircktorrt Pras.rmr

Perhubungen l)aret

r.3

I

OrengNo. Ureien

Direltur II

t22 SuMit Terminal Angkutan Jalan

l03 Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan Bermotor

l04 SuMit Pelabuhan Sungai dan Danau

7SuMit Pelabuhan Penyeberargan5

86 Subdit Bimbingan Kepengusahaan

77 Subag Tata Usaha

LAKTP 2018 Dircktorot Prosorano Hubdot, Ditien Perhubungoa Dordt; xernenhub
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pemberian bimbingsn teknis dan supen isi serta svaluasi dan pelaporan di bidrng bimbingan
kepengusahaan prasarana ransportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu4 SuMirchorat Bimbingan K€p€ngusahaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penlapan bahan perumusan kebijakan di bidmg program dan operasi pengusahaan

prasaram tansportasi daraq

b- penyapan bahan pelaksanaan k€bijaksn di bidang program qerasi pengusahaan

traDsportasi daraq

c. penyiapan bahan penyusunan norm4 standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan

operasi pengusahaan pmsarana Eansportasi darat;

d penlapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan

operasi pengusahaan prasardna transportasi daraqdan

e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengusahafl prasarana transportasi darat.

Subdirektorat Bimbingan Pengusahaan terdiri atas:

a. Seksi Program Kepengusahaan
Seksi Program Kepengusahaan meryunyai tugas melah*an penyiapan bahan perunusan

dan pelakanaan kebijakan, penyusunan noroa, standar, pros€dur, dan hiteria serta
pemberian bimbi"gn tcknis dan supervisi, serra evaluasi pclaporan di bidang sinkronisasi
program kepengusahaatr ptasardtra tra$portasi darat-

b. Seksi Operasi Kepengusahaan.
Seksi Operasi Kepengusahaan meryunyai tugas melah*an penlapan bahan Perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan lciteria serta
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pel4oran di tddang operasi

kepengusahaan prasarana transportasi darat.

6. Subbrghn Trtr Usrhr
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melahrkan unrsan tata .saha, kepegawaian dan rumah

tangga Dircktorat.

Subbagian Tata Usaha

Mernpunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana' program dan anggarar, misan tata

usah4 rumat anggq kepcgawaian, teuangarl hukun, datr hubungan masyarakst serta

evaluasi dan pelaporan.

Prasarana Transportasi Jalan

Meryunyai tugas melakukan Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan,

peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, tenninal

barang Unit Pelaksana Purimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi

peralaran pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan Pemeriksaan fisik rancang

bangun sarana angkuran jalan, pengawasan teknis sarana lalu lintas &n angkutan jalan di

jalan nasional, pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri.

3. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

2
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